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ABSTRACT 

 

Land holds high value from any perspective, including sociological, 

psychological, political, and economic viewpoints. Additionally, land is considered 

sacred as it is the abode of gods and spirits and thus must be well-maintained. 

Customary land rights (tanah ulayat) are actually recognized under Pasal 3 of the 

Basic Agrarian Law (UUPA), provided they still exist in practice and do not conflict 

with higher laws and regulations. The government has not yet focused on 

registering customary lands of Indigenous Peoples (MHA), resulting in few 

registered lands and many being recorded as individual property. 

This research aims to understand why the customary lands of MHA 

Lewokluok in Lewokluok Village have not been registered and how these lands can 

achieve legal certainty according to the wishes of MHA Lewokluok. The 

methodology used is qualitative with an ethnographic and normative juridical 

approach. Data collection techniques include literature study, observation, and 

interviews. This approach is used to understand the reasons why the customary land 

of the Lewokluok MHA in Lewokluok Village has not yet been registered and how 

the Lewokluok MHA's customary land can obtain legal certainty according to the 

wishes of the Lewokluok MHA. 

The research results indicate that the refusal to register land by MHA 

Lewokluok occurred due to the absence of detailed technical regulations at the time. 

Currently, the registration of customary land faces obstacles due to the lack of 

regional regulations or local government decisions. Additionally, the customary 

lands of MHA Lewokluok are located both within and outside forest areas. For 

customary lands within forest areas, they must first be released using technical 

regulations from the Ministry of Environment and Forestry (LHK) and will be 

followed by land registration regulations from the Ministry of Agrarian Affairs and 

Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). 

Keywords: Lewokluok, Indigenous Law Community, Customary Land, Forest Area, 

Land Registration 
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A. Latar Belakang 

 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Tanah memiliki nilai yang tinggi jika dilihat dari sudut pandang apapun, 

termasuk sudut pandang sosiologi, psikologi, politik, dan ekonomi. Menurut 

Elsa Syarief (2012, 1) “Tanah merupakan tempat berdiam, mencari nafkah, 

berketurunan, adat istiadat dan ritual keagamaan”. Bagi Masyarakat Hukum 

Adat (MHA) tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena 

merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam 

keadaannya. Selain itu, tanah dianggap sakral karena tanah adalah kediaman 

para dewa dan roh sehingga harus dipelihara dengan baik. MHA dalam 

melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan- 

kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya sehingga memiliki 

hubungan dengan tanah sangat erat sekali. 

Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia berdasarkan Pasal 33 

ayat 3 UUD 1945, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara. 

Untuk menjalankan Hak Menguasai dari Negara tersebut, dipertegas dengan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan kewenangan Pemerintah salah 

satunya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan bumi (tanah). 

Hubungan manusia dengan tanah sangat erat ini, sehingga diperlukan 

keberadaan suatu landasan hukum di dalamnya. Keberlakuan hukum ini 

kemungkinan besar dapat terwujud dengan mendaftarkan tanah di seluruh 

Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 UUPA. Dengan tercatatnya 

hak-hak atas tanah atau pemberian hak atas tanah kepada subjek hak, secara 

administratif dapat menjamin kepastian hukum bagi subjek tersebut. Ini berarti 

subjek hak dijamin secara administratif untuk menggunakan hak kepemilikan 

tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya (Ramadhani, 2021). 

Obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 

1997 meliputi bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna 
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usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; tanah hak pengelolaan; tanah wakaf; 

hak milik atas satuan rumah susun; hak tanggungan dan tanah Negara. Objek 

pendaftaran tanah pada Pasal tersebut terdapat kerancuan karena tidak terdapat 

tanah ulayat milik masyarakat hukum adat sehingga dapat dikatakan tidak 

menjalankan secara tuntas isi dari Pasal 19 UUPA. Tanah ulayat sebenarnya 

telah diakui dalam Pasal 3 UUPA yang mana hak ulayat dan hak-hak yang 

serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang 

dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dilanjutkan pada Pasal 5 

menyebutkan hukum adat sebagai dasar pembentukan UUPA ini. UUPA secara 

yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum 

agraria nasional sebagai "alat" untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan 

makmur. 

Istilah yang digunakan bagi tanah adat MHA berbeda-beda pada 

masing-masing lingkungan hukum adat yang ada dan berlaku. Berdasarkan 

penggunaan dan pemanfaatannya istilah tanah adat yang dikuasai oleh 

kelompok di beberapa daerah seperti wewengkon (Jawa), ulayat 

(Minangkabau), pawatasan dan panyampeto (Kalimantan), totabuan (Bolaang 

Mongondouw), patuanan (Ambon), golat (Batak), limpo (Sulawesi Selatan), 

dan torluk ( Angkola). 

Fakta dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap objek pendaftaran tanah yang berjalan selama ini berupa 

pendaftaran objek yang bersifat penguasaan pribadi/privat, sedangkan di 

Indonesia banyak terdapat objek tanah yang penguasaannya bersifat 

publik/bersama-sama yang disebut dengan hak ulayat. Pendaftaran terhadap 

hak ulayat selama ini belum terlaksana dengan baik di seluruh wilayah 

Indonesia. Pendaftaran tanah ulayat yang berjalan baik di Indonesia baru 

berjalan sekitar Tahun 2017 misalnya pada suku Baduy dan tanah ulayat kaum 

di Sumatera Barat, tanah adat/ulayat di Riau dan tanah ulayat masyarakat adat 

di Bali sudah sampai penerbitan sertipikat. Namun, pelaksanaannya tidak 
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semua berjalan secara komunal melainkan terjadi individualisasi seperti tanah 

ganggam bauntuak di Sumatera Barat dan druwe desa di Bali. Pada 

pelaksanaan lainnya ada yang hanya mendaftarkan tanahnya tetapi tidak 

sampai terbit sertipikat seperti di Riau dan suku Baduy serta ada juga yang 

tidak bisa didaftarkan haknya sehingga beralih ke milik individu dan badan 

hukum seperti di Kalimantan Tengah. 

Kebijakan penatausahaan tanah ulayat jika dilihat dari fakta di atas 

dapat dilihat belum adanya keseriusan dari Pemerintah dalam pengaturan dan 

pengakuan tanah ulayat milik MHA. Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

merupakan kebijakan pertama yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah 

tanah ulayat MHA. Peraturan ini hanya melaksanakan pengakuan atas MHA 

dan tanah ulayatnya dengan penetapan Peraturan Daerah saja. Selain itu juga 

dianggap terlalu berbelit-belit dan belum mempunyai tujuan akhir untuk 

pengakuan MHA sebagai subjek dalam pendaftaran tanah dan tanah ulayatnya 

dengan penerbitan sertipikat sehingga tidak pernah dipakai sebagai petunjuk 

pendaftaran tanah ulayat. 

Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum 

Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Dalam peraturan 

ini terjadi perubahan penyebutan yang mana PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 

1999 menyebutkan hak ulayat, sedangkan dalam peraturan pengganti ini 

menyebutkan hak komunal yang berada dalam kawasan hutan atau 

perkebunan. Seperti yang kita ketahui tidak semua tanah ulayat/komunal milik 

MHA berada dalam kawasan hutan atau kawasan tertentu. Dengan peraturan 

ini dirasa tidak dapat dilaksanakan pada semua tanah ulayat MHA dan jenis 

hak atas tanah serta teknis pendaftarannya belum disebut secara jelas. Peraturan 

ini juga telah terdapat tata cara pengakuan MHA dan tanah ulayatnya serta 
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tujuan akhir dari pengakuan yaitu pendaftaran hak atas tanah pada Kantor 

Pertanahan. 

Pada tahun 2016 dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan 

Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Peraturan ini tidak beda 

jauh dengan Permen ATR/KaBPN Nomor 9 Tahun 2015 dan dikeluarkan untuk 

menghindari terjadinya perbedaan pemahaman atas semakin meluasnya 

penerapan hak komunal pada masyarakat. 

Atas perkembangan yang terjadi pada MHA, Permen ATR/KaBPN 

Nomor 10 Tahun 2016 perlu disesuaikan lagi dengan kebutuhan hukum 

masyarakat, diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Peraturan ini 

disebutkan kembali hak ulayat setelah 2 peraturan sebelumnya menyebutkan 

hak komunal. Ketidak konsistenan dalam penyebutan ini dapat dikatakan 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN masih mencari-cari 

penyebutan dan kebijakan yang tepat untuk diterapkan pada MHA dan tanah 

ulayatnya di seluruh Indonesia karena karekteristik dan penyebutan nama tanah 

ulayat yang berbeda-beda setiap MHA. Perbedaan lain dari peraturan ini 

dengan 2 peraturan sebelumnya (Permen ATR/KaBPN Nomor 9 Tahun 2015 

dan Permen ATR/KaBPN Nomor 10 Tahun 2016) bahwa kedua peraturan 

tersebut senyebutkan sampai pendaftaran tanah hak komunal, sedangkan 

Permen Nomor 18 Tahun 2019 dalam Pasal 5 ayat (4), hanya sampai pada tahap 

pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah. Ditegaskan lagi 

dalam Pasal 7, hak atas tanah Kesatuan MHA yang telah terbit sebelum adanya 

peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan tanah ulayat Kesatuan MHA yang 

telah ditetapkan diajukan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri ini, 

berarti sesuai dengan Pasal 5 di atas. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 
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serta aturan pelaksananya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyinggung bahwa tanah 

ulayat milik MHA dapat ditetapkan menjadi Hak Pengelolaan dengan 

keputusan Menteri. Namun dalam pengakuannya masih sama seperti peraturan 

lainnya yaitu dengan Peraturan Daerah tapi dipermudah lagi dengan hanya 

menggunakan Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam penetapan 

sebagai MHA. Kelebihan dari peraturan ini dapat dilihat karena telah 

mencamtum persyaratan dan teknis dalam pendaftaran Hak Pengelolaan. 

Peraturan yang terbaru, Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat 

Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan ini pada intinya subjek hak ulayat 

menjadi 2 yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota 

Masyarakat Hukum Adat. Terkait jenis hak yang diberikan juga berbeda, 

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diberikan Hak Pengelolaan sedangkan 

Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat diberikan Hak Milik. Namun 

untuk penetapan keberadaan dan sebagai subjek pemegang hak memerlukan 

Peraturan Daerah tetapi dapat dipermudah hanya dengan Surat Keputusan dari 

Gubernur, Bupati atau Wali Kota. 

Berdasarkan semua kebijakan penatausahaan tanah ulayat di atas dari 

tahun 1999 sampai 2024 ini, dalam perlakuan pendaftarannya tidak selalu 

memakai dasar aturan tersebut. Pemberian hak pengeloaan atas tanah ulayat 

baru terlaksana pada Tahun 2023 di beberapa tempat seperti Kabupaten Tanah 

Datar Provinsi Sumatera Barat (Kerapatan Adat Nagari Sungayang yang di 

dalamnya terdiri dari empat suku, yaitu Suku Chaniago, Suku Piliang, Suku 

Kuti Anyir, dan Suku Mandailing) dan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua 

(Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sawoi Hnya). I Gusti Nyoman Guntur dkk. 

(2018), dalam penelitiannya tentang praktek pengakuan tanah druwe desa 

dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bangli Provinsi Bali 

terjadi konversi hak ulayat druwe desa menjadi milik Pura sebagai badan 
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hukum keagamaan dan Desa Pakraman. Pada penelitian lainnya I Gusti 

Nyoman Guntur dkk. (2020), terhadap potensi pendaftaran tanah ulayat di 

Sumatera Barat bahwa terjadi hal yang sama yaitu konversi hak ulayat kaum 

menjadi hak milik. 

Berdasarkan kebijakan pertanahan melalui peraturan perundang- 

undangan di atas dan hasil penelitian terhadap praktek pendaftaran tanah ulayat 

di beberapa tempat terdapat ketidak-samaan konsep dasar dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah ulayat. Dampak dari itu dapat membuat kebingungan untuk 

para pelaksana di Kantor Pertanahan mengenai pendaftaran tanah ulayat MHA. 

Nusa Tenggara Timur merupakan daerah di Indonesia yang masih 

mempertahankan keberadaan komunitas masyarakat adat dan sistem 

pengelolaan tanah ulayat. Mujiburohman dan Mujiati (2019) dalam penelitian 

terkait masalah tanah suku di Nusa Tenggara Timur, dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan tanah oleh suku dalam masyarakat hukum adat di NTT masih ada 

secara de facto, tetapi proses individualisasi menyebabkannya mengalami 

pelemahan. Salah satu MHA yang masih mempertahankan tanah ulayatnya 

adalah MHA Lewokluok di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong 

Kabupaten Flores Timur. MHA Lewokluok di Desa Lewokluok masih 

memegang teguh hukum adat, budaya dan tradisi dari leluhur serta menjaga 

warisannya salah satunya adalah tanah ulayat. Berdasarkan informasi dari 

Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Desa Lewokluok telah menjadi 

target kegiatan PRONA namun ditolak oleh para pemangku adat dan orang tua 

suku dengan alasan bahwa tidak dapat dilakukan individualisasi pemilikan 

tanah adat kecuali secara komunal (atas nama masyarakat adat). 

Melihat dari kemauan MHA Lewokluok tersebut di atas, pernulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mekanisme pengakuan tanah 

ulayat MHA Lewokluok di Desa Lewokluok melalui pendaftaran tanah dengan 

judul “PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENDAFTARAN TANAH 

ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi di Desa Lewokluok 

Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 
Penolakan pedaftaran tanah secara individu dilakukan dengan alasan 

melemahkan sistem hukum adat yang terdapat pada MHA. Kemauan MHA 

untuk mempertahankan tanah ulayat sebagai kepemilikan bersama harus 

difasilitasi oleh pemerintah. 

Dengan merujuk pada isu pokok di atas, peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan untuk menguraikan permasalahan utama sebagai berikut: 

1. Kenapa tanah ulayat MHA Lewokluok di Desa Lewokluok belum dapat 

didaftarkan? 

2. Bagaimana cara agar tanah ulayat MHA Lewokluok di Desa Lewokluok 

dapat memiliki kepastian hukum sesuai keinginan dari MHA Lewokluok? 

C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dalam penelitian ini mencakup, antara lain : 

1. Mengetahui alasan kenapa tanah ulayat MHA Lewokluok di Desa 

Lewokluok belum dapat didaftarkan. 

2. Mengetahui bagaimana cara agar tanah ulayat  MHA Lewokluok dapat 

memiliki kepastian hukum sesuai keinginan MHA Lewokluok. 

D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat dari penelitian ini nantinya, yaitu : 

1. Bagi penulis, penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam 

memperkaya pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanahan. Selain itu, 

diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis 

dalam menangani permasalahan pertanahan terkait pendaftaran tanah adat. 

2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan 

Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar usulan dalam proses 

sertipikasi tanah adat untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia. Penelitian 

ini juga dapat menjadi alternatif solusi dalam pengembangan regulasi yang 

dapat diimplementasikan di berbagai lokasi terkait dengan pendaftaran 

tanah adat. 
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3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini akan 

memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya pengetahuan 

tentang ketentuan adat di berbagai daerah yang mengatur aspek pertanahan, 

dengan mengeksplorasi berbagai variasi permasalahan. 

4. Bagi Masyarakat Hukum Adat, penelitian ini akan menyampaikan informasi 

tentang urgensi usaha memelihara keberlangsungan tanah adat melalui 

proses pendaftaran tanah, dengan tujuan memperoleh bukti hak dan 

menjelaskan rincian pelaksanaannya. 

E. Batasan Penelitian 

 
Batasan-batasan dalam penelitian ini mencakup, antara lain : 

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Lewokluok, Kecamatan Demon Pagong 

Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tanggara Timur. 

2. Penelitian dilakukan terhadap penolakan MHA Lewokluok di Desa 

Lewokluok untuk dilakukan pensertipakatan secara individu dan solusi 

untuk melindungi tanah ulayat MHA Lewokluok sesuai keinginan MHA 

Lewokluok. 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 
1. Pendaftaran tanah ulayat saat ini terkendala dengan belum adanya peraturan 

daerah atau keputusan kepala daerah yang mengatur dan mengakui 

keberadaan MHA dan tanah ulayatnya. Belum adanya penguukuhan ini 

karena masih terkendala dengan sengketa batas dan kepemilikan, klaim dari 

kehutanan serta belum jelas hubungan hukum antara MHA Lewokluok dan 

tanah ulayatnya. 

2. Tanah ulayat MHA Lewokluok berada dalam kawasan hutan dan diluar 

kawasan hutan. Untuk tanah ulayat dalam kawasan hutan harus dilepaskan 

terlebih dahulu menggunakan peraturan teknis dari KLHK dan akan ditindak 

lanjuti dengan aturan pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN. 

B. Saran 

 
Dari penelitian yang telah dilakukan, diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah harus tetap memperhatikan kearifan lokal dan 

kemauan MHA sehingga kelembagaan tanah ulayat dapat tetap terjaga dan 

dilestarikan. 

2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan 

Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar usulan dalam proses 

sertipikasi tanah adat di Indonesia. 

3. Pengaturan perlindungan tanah ulayat jangan hanya pada MHA yang 

memiliki kelembagaan adat yang masih sangat kuat saja tetapi untuk MHA 

yang kelembagaan adatnya yang mulai melemah juga harus tetap 

diperhatikan dan dilindungi kepemilikan dan penguasaan tanah ulayatnya. 

4. Untuk tanah ulayat yang telah terlanjur bersertipikat secara individu namun 

dilapangan masih hak komunal, dilarang untuk melakukan jual-beli dan 

dijadikan jaminan hutang maka sangat perlu dibuatkan aturan seperti 
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Peraturan Pemerintah untuk melindunginya agar hak atas tanah tidak disalah 

gunakan. 

5. Agar target Tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia dapat terpetakan dan 

bersertipikat maka pemerintah pusat harus memperhatikan dan menggerakan 

seluruh pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera menyelesaikan 

permasalahan dan pengakuan keberadaan MHA dan tanah ulayatnya sehingga 

target tersebut dapat terealisasikan. 

6. Sangat diperlukan kesepahaman antar instansi kementerian/lembaga serta 

pemerintah daerah seperti pengakuan hak dan kemudahan yang diberikan 

agar tanah ulayat MHA dapat diberikan haknya serta tidak mementingkan ego 

masing-masing instansi agar tujuan pemerintah pusat dapat berjalan sesuai 

rencana. 
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